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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,    Permendagri   Nomor  : 18  Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan pada  Surat Edaran Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI 

Jakarta nomor : 106 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Kota Administrasi Jakarta 

Selatan dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota 

Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022. 

Pada tahun 2022, rata-rata realisasi target kinerja Kota Administrasi Jakarta 

Selatan mencapai angka lebih dari 95% pada setiap sasaran, baik sasaran strategis, 

sasaran khusus dan sasaran operasional. Hal ini dapat dilihat pada BAB III pada LKIP 

ini, terkait pembahasan mengenai Akuntabilitas Kinerja, dimana pada BAB tersebut 

dijelaskan terkait definisi, metadataindikator, formula pengukuran, target kinerja, serta 

realisasi target atas fisik dan keuangan seluruh Perangkat Daerah di Wilayah Kota 

Administrasi Jakarta Selatan.. 

Berikut disajikan data terkait target dan realisasi Perjanjian Kinerja Kota 

Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022: 
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Tabel 1 
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja 

Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 

 

NO Sasaran NO Indikator Kinerja 
Sumber 

Data 
Target Capaian 

Persen 
Capaian 

Sasaran Strategis 

1 Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan dan keuangan 
daerah yang akuntabel dan 
transparan serta peningkatan 
produktivitas dan integritas 
aparatur 

1 Indeks Reformasi Birokrasi e-SAKIP 91 
Berdasarkan Surat 
dari Biro Organisasi 
dan Reformasi 
Birokrasi Sekretariat 
Daerah Provinsi DKI 
Jakarta Nomor e-
0109/OT.06 Tanggal 
28 Desember 2022 
Hal Laporan 
Penilaian SAKIP dan 
RB Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2022, 
disampaikan 
keterangan bahwa 
KemenPAN RB 
belum 
menyampaikan Hasil 
Evaluasi atas Indeks 
Reformasi Birokrasi. 

2 Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan pelayanan 
publik Kota Administrasi 
Jakarta Selatan 

1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap 
layanan kegiatan kemasyarakatan di 
kecamatan (termasuk di kelurahan) 

e-SAKIP 88,5 91,45 103% 
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NO Sasaran NO Indikator Kinerja 
Sumber 

Data 
Target Capaian 

Persen 
Capaian 

3 Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan anggaran 

1 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran e-SAKIP 91% 88,30% 97% 

4 Meningkatnya fungsi dan 
pengelolaan infrastruktur 
pengendalian banjir dan abrasi 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi 
Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ 
Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan 
Tanggul Pantai Nomor (23) 
 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

5 Meningkatnya kewirausahaan 
baru 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Program Pembinaan dan Pengembangan 
Kewirausahaan Terpadu Nomor (20) 
 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

6 Tersedianya hunian yang layak 
dan terjangkau bagi seluruh 
lapisan masyarakat 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun 
Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik 
Nomor (58) 
 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

7 Terwujudnya kawasan 
perkotaan yang layak huni, 
tertata rapi dan berkelanjutan, 
berikut sarana prasarana 
pendukungnya 
 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 
dan Masyarakat Nomor (45) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

8 Terwujudnya sarana dan 
prasarana transportasi yang 
aman, memadai, modern, 
terintegrasi, ramah lingkungan, 
dan terjangkau bagi semua 
warga Jakarta 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Penciptaan Layanan Transportasi 
Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

2 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian 
Nomor (73) 
 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 
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NO Sasaran NO Indikator Kinerja 
Sumber 

Data 
Target Capaian 

Persen 
Capaian 

9 Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan dan keuangan 
Daerah yang transparan dan 
akuntabel 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA 
Nomor (39) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

2 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam 
Penataan Kawasan Nomor (66) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

3 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan 
Nomor (61) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

Sasaran Khusus 

10 Terwujudnya penyelenggaraan 
pemerintahan yang taktis dan 
adaptif 
 

1 Opini laporan Keuangan e-Kinerja (3) WTP (3) WTP 100% 

11 Meningkatknya Pemanfaatan 
E-Purchasing dalam 
Pengadaan Barang dan Jasa 
 

1 Persentase Pemanfaatan E-Order e-Kinerja 100% 100% 100% 

12 Terimplementasinya rencana 
strategis komunikasi publik 
untuk program-program umum 
dan unggulan Perangkat 
Daerah 
 

1 Persentase implementasi rencana strategi 
komunikasi publik program-program umum 
dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. 

e-Kinerja 100% 100% 100% 

13 Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang transparan 
dan akuntabel Provinsi DKI 
Jakarta 
 

1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 
2022 

e-Kinerja AA 
 (91) 

AA 
 (92,91) 

102% 
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NO Sasaran NO Indikator Kinerja 
Sumber 

Data 
Target Capaian 

Persen 
Capaian 

14 Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan dan keuangan 
daerah yang akuntabel dan 
transparan serta peningkatan 
produktivitas dan integritas 
aparatur 

1 Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022 e-Kinerja 95 95 100% 

15 Peningkatan penggunaan e-
Office dalam kegiatan 
administrasi persuratan 

1 Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke 
akun Seluruh SKPD yang terproses / 
terdisposisi 

e-Kinerja 100% 100% 100% 

16 Peningkatan penggunaan e-
Produk hukum 

1 Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat 
melalui sistem e-perbal 

e-Kinerja 100% 100% 100% 

Sasaran Operasional 

17 Terselesaikannya Tindak Lanjut 
Arahan Gubernur 

1 Persentase capaian penyelesaian Tindak 
Lanjut Arahan Gubernur 

e-Kinerja 100% 100% 100% 

18 Meningkatnya penyelesaian 
pengaduan masyarakat 

1 Persentase capaian penyelesaian pengaduan 
masyarakat 

CRM 100% 100% 100% 

19 Terselesaikannya tindak lanjut 
rekomendasi temuan hasil 
pemeriksaan eksternal (BPK) 

1 Persentase progress penyelesaian tindak 
lanjut rekomendasi temuan hasil 
pemeriksaan eksternal (BPK) 

e-Kinerja 100% 100% 100% 
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) sebagai alat 

perencanaan berguna untuk melihat apakah belanja yang telah dilakukan dapat 

berkelanjutan, mengestimasi hasil dari kegiatan penganggaran sekaligus sebagai 

alat menilai proposal anggaran. Sebagai alat pembelajaran dan pengembangan, 

analisis anggaran berguna untuk melihat bagaimana uang dibelanjakan dapat 

memenuhi kebutuhan publik. Analisis anggaran juga harus mampu memberikan 

alternatif-alternatif belanja yang lebih baik dan ide-ide baru di sistem penganggaran 

yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. Berikut rumus yang 

digunakan dalam menghitung efisiensi anggaran: 

 

 

Efisiensi  = 1.211.006.674.262 - 1.170.128.975.499 X 100% 

  1.211.006.674.262  

 =  40.877.698.763  X 100% 

   1.211.006.674.262   
 = 3%  

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota 

Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 3% (tiga 

persen) pada tahun 2022. 
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Dalam rangka mendukung  Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan 

mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisinesi dan 

Pencapaian Output. Dalam menentukan Persentase Kualitas Pelaksanaan 

Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan 

Anggaran, Efisinesi dan Pencapaian Output. Untuk itu terkait capaian saat ini 

berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Serapan Anggaran ≥80%, namun 

output <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%), dalam hal ini untuk 

Pencapaian Output <100% disebabkan adanya kegiatan perencanaan 

Pembangunan yang gagal lelang serta Pembangunan Gedung Kantor Lurah yang 

belum selesai sampai batas waktu yang ditetapkan di dalam Kontrak. 

Berdasarkan hal tersebut, maka solusi yang akan dilakukan yaitu dengan 

melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD/UKPD terkait pelaksanaan 

kegiatan khususnya dalam tahapan pelaksanaan lelang. Berikut disampaikan 

capaian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Selatan: 

Tabel 2 
Capaian Realisasi Anggaran 

Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

 

Pengukuran Kinerja Keterangan 
 

 
Meningkatnya 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Anggaran 

 
Persentase 
Kualitas 
Pelaksanaan 
Anggaran 

 
1. Serapan Anggaran ≥80% 

dan output 100% 
Realisasi = 
(40%)+((%efisiensix10%)/
20%)+(50%) 

2. Serapan Anggaran ≥80% 
dan output 100% 
Realisasi = 
(40%)+((%efisiensix10%)/
20%)+(50%) 

3. Serapan Anggaran ≥80% 
dan output 100% 
Realisasi = 
(40%)+((%efisiensix10%)/
20%)+(50%) 
 

 
Target : 91 % 
Realisasi = 88,30 % 
Persen capaian = 97,03 
% 
 
Realisasi Sasaran 
Strategis Persentase 
Kualitas Anggaran 
bersumber dari e-
Monev Tahun 2022 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 

Dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta “ 

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan 

keberadaban, keadilan dan kesejahteraan semua” , Kota Administrasi Jakarta 

Selatan dalam tugasnya menjalankan salah satu Misi Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta ke-3, yaitu “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatu rnegara 

yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan 

kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”, melalui perwujudan 

tujuan RPJMD Kota Administrasi Jakarta Selatan “ Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta 

peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dengan indikator Indeks 

Reformasi Birokrasi”. 

Berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya mewujudkan cita-cita bernegara 

sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara 

Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib 

menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan 

yang baik diperlukan suatu sistem yang  dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem 

tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian 

Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan 

pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Pemerintah 

nomor 29  Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) didalam Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban 

tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 merupakan capaian 

akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa Rencana Strategis Tahun 

2017-2022, disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 
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2020 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD Tahun 2018-2022). 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun 

anggaran bagi setiap intansi untuk mengukur capaian target kinerja  dan aspek 

strategis daerah serta penekanan isu strategis yang sudah ditetapkan dalam 

dokumen perjanjian kinerja . Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan 

dengan membandingkan antara target realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, 

yang dalam hal ini adalah Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

 LKIP menjadi dokumen kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban 

kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Hal ini 

merupakan esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai kebijakan bagi instansi 

pemerintah ditegakkan dan diwujudkan 
 

I.2 Tujuan dan Manfaat 
 

Tujuan penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 

adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  

dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai salah satu upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di waktu 

yang akan datang. 

Manfaat atas penyusunan LKIP Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 

2022 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Kota Administrasi Jakarta 

Selatan serta sebagai bahan acuan untuk menyusun perencanaan kinerja tahun 

berikutnya. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong 

peningkatan kinerja setiap unit organisasi. 

 

 

 

 



 

 

3 

 

I.3 Kedudukan Perangkat Daerah ( Struktur Perangkat Daerah) 
 
Walikota 

 

Walikota merupakan Jabatan Tinggi Pratama setingkat Eselon IIa  

sekaligus Pimpinan tinggi Kota Administrasi yang bertanggung jawab langsung 

kepada Gubernur dan dalam menjalankan tugasnya Walikota dibantu oleh Wakil 

Walikota dan Sekretaris Kota. 

 

Wakil Walikota 

 

Adapun tugas Wakil Walikota sebagai berikut: membantu Walikota dalam 

koordinasi, pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan tugas pemerintah 

Kota Administrasi oleh Suku Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan; membantu 

Walikota dalam pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan 

ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); Melaksanakan tugas lain yang diberikan 

Walikota; mewakili Walikota apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Walikota; Wakil 

Walikota dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota. 

 

Sekretariat Kota 

 

Adalah unsur staf Kota Administrasi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. 

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Sekretaris Kota dan 

mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan operasional, 

mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan tugas 

pemerintah oleh Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota, Kecamatan 

dan Kelurahan serta melaksanakan tugas Administrasi Kota Administrasi. Berikut 

Asisten Sekretaris Kota yang bertugas membantu Sekretaris Kota terdiri dari: 
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Asisten Pemerintahan 

 

Dalam menjalankan tugasnya Asisten Pemerintahan berkoordinasi dengan 

SKPD/UKPD sebagai berikut: 

1) Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi; 

2) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota 

Administrasi; 

3) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi; 

4) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi; 

5) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi; 

6) Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi; 

7) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi; 

8) Kecamatan; dan 

9) Kelurahan. 

 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota. Dalam 

menjalankan tugasnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkoordinasi 

dengan SKPD/UKPD sebagai berikut: 

1) Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota 

Administrasi; 

2) Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi; 

3) Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi; 

4) Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi; 

5) Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi; 

6) Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi; 

7) Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi; 

8) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi; 

9) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota 

Administrasi; 

10) Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi; dan 

11) Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi. 
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Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 

 

Berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kota dan dalam 

menjalankan tugasnya Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat 

berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sebagai berikut: 

1) Suku Dinas Sosial; 

2) Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi; 

3) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi; 

4) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi; 

5) Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi; 

6) Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 

Penduduk Kota Administrasi; dan 

7) Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi. 

 

I.4 Tugas dan Fungsi 
 

Berdasarkan Peraturan Gubernusr Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 

2019, Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, memiliki Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagaimana berikut: 

1) Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah; 

2) Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoontnasikan 

oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. 

3) Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota. Walikota sebagaimana dimaksud 

mempunyai tugas: 

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota 

Administrasi; 

b. menetapkan kebijakan Operasional penyelenggaraan pemerintahan 

Kota Administrasi; 

c. memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan 

Kelurahan; 

d. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi; 
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e. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan 

pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi; 

f. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/ UKPD 

dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi Kota Administrasi 

4) Kota Alministrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di mengoordinasikan 

pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan 

kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang cliperintahkan Gubemur 

5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kota Adniinistrasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan 

Anggaran Kota Administrasi; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Kota Administrasi; 

c. penyelenggara.anurusan pemerintahan umum di wilayahnya; 

d. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya; 

e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Gubernur; 

g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana clan sarana pelayanan umum;  

h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan 

Kelurahan; 

i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi; 

j. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan 

operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota 

Administrasi; 

k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan 

kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal; 

l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota 

Administrasi; 
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m. penggordinasian dan faslitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan 

daerah tingkat wilayah Kota Administrasi; 

n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota; 

o. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, 

ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan 

keuangan Kota Administrasi; 

p. fasilitasi penggordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban 

pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan 

Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD; 

6) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota 

Administrasi; dan 

7) pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur 

danjatau Sekretaris Daerah. 
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I.5 Struktur Organisasi 
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I.6 Aspek Strategis Organisasi 
 

Perumusan isu-isu strategis Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai 

perangkat daerah unsur pembantu Gubernur, dilakukan berdasarkan tugas dan 

fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-

undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi 

permasalahan pelayanan tupoksi Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya 

dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 

2017-2022 sebagai dasar pelaksanaan tugas Kota Administrasi Jakarta Selatan 

kedepan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kota 

Administrasi Jakarta Selatan periode 2017-2022. Adapun penjelasan tahapan 

perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 

 

1) Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Kota 

Administrasi Jakarta Selatan 

 
a. Permasalahan Makro Pelayanan Wilayah Kota Administrasi 

 
Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan 

Kota Administrasi Jakarta Selatan berbeda dengan wilayah kota lainnya di 

Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi 

Jakarta Selatan dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 

merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur 

dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau 

dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hal tersebut 

berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta 

perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi dan 

administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan 

berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang 

di wilayahnya. Namun demikian Kota Administrasi Jakarta Selatan 

berfungsi sebagai lapisan terdepan dalam berinteraksi dengan persoalan-

persoalan masyarakat, sehingga keterbatasan kewenangan tersebut 
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menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga 

masyarakat di Jakarta Selatan. Penjabaran lebih lanjut disampaikan 

dalam tabel di bawah ini.  

Tabel 3 
Identifikasi Permasalahan Makro 

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Kurang responsif 
dalam 
menyelesaikan 
persoalan 
pelayanan 
masyarakat yang 
bersifat lintas 
urusan 

1. Adanya delay time 
antara aduan 
masyarakat terhadap 
suatu persoalan dengan 
solusi yang diberikan; 
 

2. Rantai koordinasi yang 
panjang dengan OPD 
teknis dan kurangnya 
kewenangan kota 
administrasi terhadap 
pelayanan teknis 
mengakibatkan adanya 
delay time penyelesaian 
persoalan yang bersifat 
teknis dan lintas urusan; 

 
3. Disamping itu, wilayah 

kota administrasi 
berfungsi sebagai garda 
terdepan mendengar 
persoalan masyarakat, 
namun hanya men-
delivery persoalan 
tersebut ke OPD terkait 
untuk ditindaklanjuti. 

1. Terbatasnya 
Kewenangan 
pelayanan wilayah 
kota administrasi 

Sumber : Hasil FGD 

b. Permasalahan Pelayanan di Bagian – Bagian Kantor Administrasi 
Jakarta Selatan 
 

Dalam konsep perencanaan strategis yang sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 diketahui bahwa 

penyusunan perencanaan mutlak bertumpu pada identifikasi masalah, 

sehingga solusi-solusi yang dibuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan harus 

ditujukan untuk penyelesaian permasalahan, bukan hanya sekedar untuk 

memenuhi keinginan. Pemendagri No. 86 Tahun 2017 juga menjelaskan 

bahwa identifikasi masalah berpedoman pada indikator kinerja outcomes 
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periode lalu yang pencapaiannya masih belum optimal. Namun demikian 

dalam konteks ini indikator Kota Administrasi Jakarta Selatan periode lalu 

tidak sepenuhnya bersifat outcomes (lihat hal 31) melainkan didominasi 

indikator yang bersifat output, hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi 

Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mengampu fungsi administrasi, 

koordinasi dan fasilitasi sehingga pengukuran kinerja tidak sepenuhnya 

dapat menggunakan indikator outcomes. Lebih lanjut indikator-indikator 

tersebut lalu tidak sepenuhnya dilengkapi data series selama 5 tahun, 

kemudian terdapat beberapa penggunaan indikator yang berbeda beda 

tiap tahunnya serta terdapat indikator yang bersifat komposit (terdapat 

kontribusi dari perangkat daerah lain). Oleh karena itu pada bagian ini 

identifikasi permasalahan tidak berpedoman pada indikator outcomes, 

melainkan disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang-

bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut 

identifikasi permasalahan ini menjadi landasan penyusunan solusi 

(program kegiatan) Renstra Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bab 

VI. Secara rinci identifikasi permasalahan dijabarkan pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4 
Identifikasi Permasalahan Bagian – Bagian 

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 

 

No Bagian Masalah 
Faktor Penentu 
Keberhasilan 

1 Bagian Tata 
Pemerintahan 

1. Masih kurangnya 
kualitas dan 
kuantitas bangunan 
kantor kecamatan, 
kelurahan dan 
rumah dinas 

1. Melakukan pembangunan 
dan rehab fasilitas kantor 
camat, lurah, dan rumah 
dinas serta fasilitas 
pendukung lainya 

2. Masih lemahnya 
kapasitas lembaga 
kemasyarakatan 

2. Meningkatkan kapasitas 
lembaga kemasyarakatan 
RT, RW dan LMK, FKMD 

3. Masih perlunya 
peningkatan kualitas 
penanggulangan 
bencana dan 
penertiban umum   

3. Mengoptimalkan 
koordinasi 
penanggulangan bencana 
dan koordinasi penertiban 
umum 

4. Masih perlunya 
peningkatan kualitas 
pelayanan 
kecamatan dan 
kelurahan 

4. Mengoptimalkan 
pembinaan dan evaluasi 
terhadap kecamatan dan 
kelurahan; 
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No Bagian Masalah 
Faktor Penentu 
Keberhasilan 

2 Bagian Hukum 1. Belum optimalnya 
pelayanan di bidang 
hukum; 

2. Belum optimalnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap hukum 
dan hak asasi 
manusia; 

3. Belum Optimalnya 
dukungan aparat 
dilingkungan kota 
adm Jakarta 
Selatan Untuk data 
dan informasi 
hukum dalam 
pengurusan perkara 
maupun 
penyelesaian 
sengketa 
pertanahan. 

1. Mengoptimalkan 
pelayanan pengurusan 
perkara di tingkat Kota; 

2. Mengoptimalkan 
pelayanan sengketa 
pertanahan di tingkat kota; 

3. Mengoptimalkan usaha 
peningkatan kesadaran 
hukum dan hak asasi 
manusia; 

4. Mengoptimalkan 
pengelolaan data dan 
informasi serta 
meningkatkan kemudahan 
penyampaian data dan 
informasi kepada 
stakeholder yang 
membutuhkan. 

3 Bagian 
Kepegawaian, 
Ketatalaksana
an dan 
Pelayanan 
Publik 

 
1. Belum optimalnya 

pelayanan publik; 
 

  
1. Meningkatkan peran 

kelembagaan RT, RW 
dan LMK, FKMD 

2. Belum optimalnya 
disiplin aparat; 
 

2. Menindaklanjuti 
rekomendasi hasil 
evaluasi kinerja pegawai 
dan  kinerja organisasi; 

3. Masih belum adanya 
SOP pelaksanaan 
kegiatan di 
sekretariat kota, 
kelurahan dan 
kecamatan 

3 . Penyusunan, Pembinaan 
serta Pendampingan SOP 
di Kantor sekretariat kota, 
Kecamatan dan 
Kelurahan 

4 Bagian 
Perekonomian 

1. Masih perlu 
dioptimalkan 
koordinasi dan 
monev terhadap 
SKPD/UKPD yang 
menjadi mitra 
Bidang 
Perekonomian 

1. Mengoptimalkan 
koordinasi, pengendalian 
dan evaluasi 
pembentukan 
Kewirausahaan Baru 
Pada Kota Administrasi 
Jakarta Selatan 

2. Mengoptimalkan 
koordinasi, pengendalian 
dan evaluasi bidang 
kepariwisataan dan 
ketenagakerjaan tingkat 
kota administrasi jakarta 
selatan 

3. Mengoptimalkan 
koordinasi, pengendalian 
dan evaluasi bidang 
usaha kecil dan 
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No Bagian Masalah 
Faktor Penentu 
Keberhasilan 

menengah, perdagangan 
serta ketahanan pangan 
kota administrasi jakarta 
selatan 

4. Mengoptimalkan 
koordinasi, pengendalian 
dan evaluasi bidang 
perhubungan, 
perindustrian dan energi 
kota administrasi jakarta 
selatan 

5. Mengoptimalkan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Penataan 
Kawasan di Kota 
Administrasi Jakarta 
Selatan 

5 Bagian 
Penataan Kota 
dan 
Lingkungan 
Hidup 

1. Belum optimalnya 
penataan kota dan 
lingkungan hidup 

1. Mengoptimalkan tugas dan 
fungsi pelayanan 
lingkungan hidup dan 
kebersihan; 

2. Meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam 
pemeliharaan dan 
penanganan kebersihan 
kota. 

6 Bagian Umum 
dan Protokol 

1. Masih perlu 
ditingkatkannya 
capaian indeks 
kepuasan pelayanan 
keprotokolan 

1. Mengoptimalkan 
penyelenggaraan kegiatan 
keprotokolan dan 
penyelenggaraan jamuan 
resmi di Kota Adm Jaksel 

2. Masih perlu 
dioptimalkannya 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor  

2. 1. Penyediaan dan 
Pemeliharaan Peralatan 
dan  Perlengkapan Kantor 
sesuai kebutuhan 
berdasarkan RKBU dan 
RKPBU 

3. Masih perlu 
dioptimalkannya 
pengelolaan Aset 
Walikota 

3. 1. Mengoptimalkan 
pengelolaan aset di 
kecamatan dan kelurahan 
Kota 

4. Masih perlu 
dioptimalkannya 
Pemeliharaan 
Gedung kantor 
Walikota, Rumah 
Dinas Walikota dan 
fasilitas 
pendukungnya 
karena kurangnya 
SDM pegawai yang 
memiliki kemampuan 
teknis. 

4. 1. Meningkatkan 
Pemeliharaan Gedung 
kantor Walikota, Rumah 
Dinas Walikota dan 
fasilitas pendukungnya, 
berkoordinasi dengan 
Dinas/Sudin teknis. 
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No Bagian Masalah 
Faktor Penentu 
Keberhasilan 

7 Bagian 
Keuangan 

1. Masih perlu 
dioptimalkan 
pengelolaan aset 

1. Mengoptimalkan 
pengelolaan aset di 
kecamatan dan kelurahan 
Kota 

2. Belum optimalnya 
kualitas pelayanan 
keuangan 

1. Pembinaan pengelolaan 
administrasi keuangan 
terhadap PA/KPA, PPK 
OPD dan PPTK OPD; 

2. Pembinaan pengelolaan 
administrasi keuangan 
bagi bendahara 
pengeluaran dan 
bendahara pengeluaran 
pembantu 

3. Peningkatan Penanganan 
tindak lanjut pemeriksaan 
administrasi keuangan; 

4. Meningkatkan kualitas 
penyusunan laporan 
keuangan. 

8 Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Belum Optimalnya 
pelayanan terkait 
penanggulangan 
kemiskinan, 
Pelaksanaan Kota 
sehat, kota layak anak, 
Pelaksanaan BOP dan 
BOS, pelaksanaan 
posyandu, kesehatan, 
Pemberdayaan 
perempuan dan masih 
perlu ditingkatkannya 
kualitas pelayanan 
kegiatan keagamaan 
tingkat kota 

1. Pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan 
penanggulangan 
Kemiskinan, Kota Sehat, 
Kota Layak Anak, 
Pelaksanaan BOP dan 
BOS; 

2. Mengoptimalkan 
Pembinaan Pemberdayaan 
perempuan; 

3. Mengoptimalkan koordinasi 
bidang kesehatan; 

4. Mengoptimalkan 
pelaksanaan PSN; 

5. Mengoptimalkan pelayanan 
Keagamaan (MTQ) 

9 Kecamatan Masih perlu 
optimalisasi teknis 
pelaksanaan 
musrenbang, 
optimalisasi kualitas 
FKDM, kegiatan 
keolahragaan 
masyarakat, keamanan 
dan ketertiban,  

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan musrenbang 
kecamatan; 

2. Mengoptimalkan kinerja 
FKDM; 

3. Mengoptimalkan  
4. Mengoptimalkan 

pelayanan keamanan dan 
ketertiban; 
Mengoptimalkan 
pemberdayaan 
masyarakat melalui 
kegiatan keolahragaan 
tingkat Kota. 

10 Kelurahan Masih perlu 
ditingkatkan kualitas 
pelayanan keamanan 

1. Mengoptimalkan 
peningkatan peran 
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No Bagian Masalah 
Faktor Penentu 
Keberhasilan 

dan ketertiban, 
peningkatan peran 
RT,RW,LMK, 
peningkatan 
kewaspadaan dini 
masyarakat tingkat 
kelurahan, peningkatan 
partisipasi masyarakat 
dalam kebersihan 
lingkungan, pelayanan 
kesehatan (posyandu, 
DBD) dan peningkatan 
kinerja PPSU 

kelembagaan RT,RW, 
LMK; 

2. Mengoptimalkan 
pembinaan kewaspadaan 
dini masyarakat; 

3. Mengoptimalkan 
koordinasi dan 
pembinaan untuk 
meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam 
kebersihan lingkungan; 

4. Mengoptimalkan 
koordinasi pelayanan 
kesehatan; 
Mengoptimalkan 
penanganan prasarana 
sarana umum. 

Sumber : Hasil FGD 

 

I.7 SDM (Sumber Daya Manusia) 
 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kota Administrasi Jakarta 

Selatan pada akhir tahun 2022 berjumlah 851 (Delapan ratus lima puluh satu) 

orang, dengan kompisisi pada tabel berikut ini: 

Tabel 5 
Komposisi ASN yang bertugas di Wilayah 

Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 

 

No PNS Jumlah 
(Orang) 

1. Walikota 1 
2. Wakil Walikota 1 
3. Sekretaris Kota 1 
4. Asisten Sekretaris Kota 3 
5. Bagian  Pemerintahan 16 
6. Bagian Hukum 14 
7. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan 

Publik 
11 

8. Bagian Perekonomian 12 
9. Bagian Umum dan Protokol        24 
10. Bagian Keuangan        10 
11. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup 13 
12. Bagian Kesejahteraan Rakyat 15 
13. Kecamatan 146 
14. Kelurahan  584 

 Jumlah  851 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2. 1 Rencana Strategis (Visi dan Misi) 
 

Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan suatu konsep   

perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di 

rencanakan untuk  mencapai tujuan. Dengan memahami visi dan misi diharapkan 

akan terbangun komitmen yang kuat antara pemerintah kota dengan warganya, 

untuk bersama-sama membangun Kota Administrasi Jakarta Selatan. Visi dan misi 

ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan jangka 

pendek (Renja satu tahunan), maupun jangka menengah (Renstra lima tahunan). 

 

Visi 

 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan 

masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi 

dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen 

masyarakat. Sebagaimana RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa 

pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan 

sebagai berikut : 

 

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan 

Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua” 

 

Adapun penjelasan Visi dijabarkan sebagai berikut : 

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi 

fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti 

infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan 

sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya 

perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, 

kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik 

dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang 
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berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya 

sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan 

yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan. 

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan 

lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi, serta seluruh warganya 

yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang 

sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan tahun 1961 

hingga sekarang. 

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan 

adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama 

dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya 

kualitas kehidupan masyarakat. 

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap 

seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah 

menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak 

negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan 

hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tapi 

juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan 

kapasitasnya seperti semula. 

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari “berbudaya” adalah 

mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut World 

Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika 

fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau 

perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat 

sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya 

kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan 

memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya 

untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. 

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan 

budi pekerti, kesopanan dan ahlak. Hal ini berarti Kota Jakarta dalam 

pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk 
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menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan 

rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari 

pembangunan dan turut serta dalam pembangunan. 

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat 

(perbuatan, perlakukan dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan 

merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara 

organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan 

nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya. 

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kesejahteraan” 

adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. 

Sedangkan dalam substansi sosial kata “kesejahteraan” merupakan keadaan 

sejahtera masyarakat. 

Visi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diangkat pada Periode Renstra 

2017-2022 adalah “Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berbudaya, 
berorientasi pada pelayanan publik dan berwawasan lingkungan“. 
Pemahaman terhadap rumusan visi tersebut adalah: 

1) Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus mengembangkan 

tata pemerintahan yang baik, dengan menerapkan kaidah-kaidah “good 

governance”, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara 

efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan mampu mendukung kinerja 

pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

2) Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan 

kesejahteraan warganya, demi terwujudnya derajat kehidupan yang sehat, 

layak dan manusiawi. 

3) Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berwawasan lingkungan bermakna 

melestarikan dan mengembangkan kawasan lingkungan hidup dan 

lingkungan alam yang hijau, bersih, asri serta mempertahankan dan 

mengembangkan potensi wilayah sebagai kawasan tangkapan air dan 

masyarakatnya bertekad untuk bersama-sama menjawab tantangan, 

menyelesaikan permasalahan serta memanfaatkan potensi dan peluang yang 

dimiliki, sebagai kota jasa dan pusat pemerintahan demi terwujudnya Jakarta 

yang nyaman dan sejahtera. 
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MISI 

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan misi yang 

perlu diemban oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu: 

1) Menjaga karakteristik budaya betawi dan mengembangkan pusat 

perkampungan betawi; 

2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan ketahanan budaya; 

3) Meningkatkan dan mengendalikan pelayanan publik kota Administrasi; 

4) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial 

dan pemberdayaan masyarakat; 

5) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan pendidikan mental 

spiritual; 

6) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah Kerja Kota Administrasi, 

kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur; 

7) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik; 

8) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan 

pengelolaan keuangan, asset serta ketatausahaan yang efisien, efektif 

transparan dan aktual; 

9) Mewujudkan wilayah bagian utara Jakarta Selatan sebagai pusat niaga; 

10) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas pemanfaatan ruang dan 

lingkungan hidup; 

11) Mempertahankan wilayah Jakarta Selatan sebagai resapan air; 

12) Meningkatkan koordinasi dan pengendalian sarana dan prasarana serta 

utilitas kota. 
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2. 2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 
Tabel 6 

Perjanjian Kinerja 

Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 

 

 

I II III IV

1 Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan dan keuangan 

daerah yang akuntabel dan 

transparan serta peningkatan 

produktivitas dan integritas 

aparatur

1 Indeks Reformasi Birokrasi e-SAKIP Dasar Hukum: 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Definisi:

Indeks Reformasi Birokrasi adalah  nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau 

penilaian  8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: 

a. Manajemen Perubahan 

b. Penguatan pengawasan 

c. Penguatan akuntabilitas 

d. Penataan Organisasi 

e. Penataan tatalaksana 

f. Penataan manajemen SDM 

g. Deregulasi Kebijakan 

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

N/A N/A N/A 91 91 Nilai

Metode Pengukuran:

Indeks Reformasi Birokrasi = Aspek Pengungkit (60%)+ Aspek Hasil (40 %)

Aspek Pengungkit (60%) = Aspek Pemenuhan (20%) + Aspek Hasil Antara (10%) + 

Aspek Reform (30%)

Aspek Hasil (40%) = Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) + Kualitas Pelayanan 

Publik (10%) + Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) + Kinerja Organisasi 

(10%)

Sumber Data:

Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB.

2 Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan pelayanan 

publik Kota Administrasi 

Jakarta Selatan

1 Indeks kepuasan 

masyarakat terhadap 

layanan kegiatan 

kemasyarakatan di 

kecamatan (termasuk di 

kelurahan)

e-SAKIP Dasar Hukum: 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

N/A N/A N/A 88,5 88,5 Nilai

NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Tahunan Keterangan

Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja
Triwulan
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I II III IV

2 Lanjutan Definisi:

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di 

kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang 

dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey 

diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan 

PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), 

Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan 

(penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). 

Metode Pengukuran:

Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 

2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam 

rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian 

persepsi sebagai berikut:

a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval 
konversi 25.00 – 64,99;  
b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval 
konversi 65.00 – 76,60;
c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval 
konversi 76,61 – 88,30;
d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval 
konversi 88,31 – 100,00.

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. 

Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi agregasi capaian Kecamatan dan 

kemudian agregasi kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei 

adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan.

Sumber Data:

Hasil pelaksanaan survey kepuasan ke masyarakat

NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Tahunan Keterangan

Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja
Triwulan
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I II III IV

3 Meningkatnya kualitas 

pelaksanaan anggaran

1 Persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran

e-SAKIP Definisi:

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen 

pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

yaitu:

a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran 

dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat 

Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran 

bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 
80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 

40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana 

transfer dari pemerintah pusat.

N/A N/A N/A 91% 91% Persen

3 Lanjutan b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang 

target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka 

unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan 

realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali 

untuk subkegiatan/belanja lainnya.

c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). 

Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan 

PD/UKPD

Metode Pengukuran: 

1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)

2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% 

Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%)

3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <100%
Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)

Sumber Data:

Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)

4 Meningkatnya fungsi dan 

pengelolaan infrastruktur 

pengendalian banjir dan 

abrasi

1 Persentase penyelesaian 

rencana aksi Pengendalian 

Banjir melalui Naturalisasi 

Sungai, Pembangunan 

Waduk/ Situ/ Embung, 

Revitalisasi Sistem Polder 

dan Tanggul Pantai Nomor 

(23)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian 

Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi 

Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Tahunan Keterangan

Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja
Triwulan
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I II III IV

5 Meningkatnya 

kewirausahaan baru

1 Persentase penyelesaian 

rencana aksi Program 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Kewirausahaan Terpadu 

Nomor (20)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program 

Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

6 Tersedianya hunian yang 

layak dan terjangkau bagi 

seluruh lapisan masyarakat

1 Persentase penyelesaian 

rencana aksi Perbaikan Tata 

Kelola Rumah Susun 

Sederhana Sewa dan 

Rumah Susun Milik Nomor 

(58)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata 

Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik Nomor (58)

N/A 100% N/A N/A 100% Persentase

7 Terwujudnya kawasan 

perkotaan yang layak huni, 

tertata rapi dan 

berkelanjutan, berikut sarana 

prasarana pendukungnya

1 Persentase penyelesaian 

rencana aksi Peningkatan 

Kualitas Kawasan 

Permukiman dan 

Masyarakat Nomor (45)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan 

Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Nomor (45)

100% N/A N/A N/A 100% Persentase

1 Persentase penyelesaian 

rencana aksi Penciptaan 

Layanan Transportasi 

Terintegrasi melalui Jak 

Lingko Nomor (29)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan 

Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)

100% N/A N/A N/A 100% Persentase

2 Persentase penyelesaian 

rencana aksi Peningkatan 

Kualitas Fasilitas Pedestrian 

Nomor (73)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan 

Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)

100% 100% N/A N/A 100% Persentase

1 Persentase penyelesaian 

rencana aksi Mewujudkan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) dengan 

Predikat AA Nomor (39)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

2 Persentase penyelesaian 

rencana aksi Penguatan 

Peran Walikota/Bupati dalam 

Penataan Kawasan Nomor 

(66)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan 

Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)

N/A 100% 100% 100% 100% Persentase

3 Persentase penyelesaian 

rencana aksi Peningkatan 

Kualitas Kinerja 

Pemerintahan Nomor (61)

e-Monev KSD Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan 

Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)

N/A 100% N/A 100% 100% Persentase

NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Tahunan Keterangan

Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja
Triwulan

8 Terwujudnya sarana dan 

prasarana transportasi yang 

aman, memadai, modern, 

terintegrasi, ramah 

lingkungan, dan terjangkau 

bagi semua warga Jakarta

9 Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan dan keuangan 

Daerah yang transparan dan 

akuntabel
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10 Terwujudnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan yang taktis 

dan adaptif

1 Opini laporan Keuangan e-Kinerja Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, 

kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini 

pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))

N/A (3) WTP N/A N/A (3) WTP Predikat

11 Meningkatknya Pemanfaatan 

E-Purchasing dalam 

Pengadaan Barang dan 

Jasa

1 Persentase Pemanfaatan E-

Order

e-Kinerja Formula Pengukuran :

Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, 

jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order 

Sumber Data :

Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum 

(Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)

100% 100% 100% 100% 100% Persen

12 Terimplementasinya rencana 

strategis komunikasi publik 

untuk program-program 

umum dan unggulan 

Perangkat Daerah

1 Persentase implementasi 

rencana strategi komunikasi 

publik program-program 

umum dan unggulan 

Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta.

e-Kinerja a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum 

Perangkat Daerah.

b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik 

menyusun editorial plan lingkup Provinsi. 

c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat 

krisis dalam kurun waktu <6 jam.

d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau 

media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. 

Penghitungan: 

a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau 

program umum per triwulan. 

b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. 

c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi 

pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. 

d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 

materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau 

aktivasi luar ruang per triwulan.

100% 100% 100% 100% 100% Persen

13 Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel 

Provinsi DKI Jakarta

1 Predikat SAKIP Perangkat 

Daerah Tahun 2022

e-Kinerja Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh 

Inspektorat (nilai: 91)

N/A N/A N/A AA

 (91)

AA

 (91)

Predikat

NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data

Sasaran Khusus

Tahunan KeteranganPengukuran Kinerja
Triwulan
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14 Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan dan keuangan 

daerah yang akuntabel dan 

transparan serta peningkatan 

produktivitas dan integritas 

aparatur

1 Nilai PMPRB Perangkat 

Daerah Tahun 2022

e-Kinerja Defenisi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya 

disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality 

Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis 

yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Formula Pengukuran:

Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil 

(bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan 

oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; 

BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30

Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB

N/A N/A N/A 95 95 Nilai

15 Peningkatan penggunaan e-

Office dalam kegiatan 

administrasi persuratan

1 Jumlah Surat atau Nota 

Dinas masuk ke akun 

Seluruh SKPD yang 

terproses / terdisposisi

e-Kinerja Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang 

sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur 

"Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang 

ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap 

SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat 

Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut. 

100% 100% 100% 100% 100% Persentase

16 Peningkatan penggunaan e-

Produk hukum

1 Jumlah perbal/produk 

hukum yang dibuat melalui 

sistem e-perbal

e-Kinerja Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-

produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses 

di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal 

yang terdapat di Biro KSD. 

75% 90% 100% 100% 100% Persentase

17 Terselesaikannya Tindak 

Lanjut Arahan Gubernur

1 Persentase capaian 

penyelesaian Tindak Lanjut 

Arahan Gubernur

e-Kinerja Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, 

dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%

100% 100% 100% 100% 100% Persen

18 Meningkatnya penyelesaian 

pengaduan masyarakat

1 Persentase capaian 

penyelesaian pengaduan 

masyarakat

CRM Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persen

19 Terselesaikannya tindak 

lanjut rekomendasi temuan 

hasil pemeriksaan eksternal 

(BPK)

1 Persentase progress 

penyelesaian tindak lanjut 

rekomendasi temuan hasil 

pemeriksaan eksternal 

(BPK)

e-Kinerja (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah 

diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa 

rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 

100% (Verifikasi oleh Inspektorat)

25% 25% 25% 25% 100% Persen

NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data

Sasaran Khusus

Sasaran Operasional

Tahunan KeteranganPengukuran Kinerja
Triwulan
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2. 3 Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 
 

Tujuan adalah rumusan yang menjelaskan arah pelaksanaan visi dan misi, 

yang ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan organisasi. Perencanaan 

Strategis merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam 

kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini 

menghasilkan suatu rencana strategis yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan 

program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat 

dicapai. 

Sesuai dengan periodesasi dokumen Rencana Strategis yaitu lima tahunan, 

merupakan gambaran keinginan untuk mewujudkan kondisi yang menjadi tujuan 

pada masa 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan dan Rencana Strategis ini 

adalah: 

1) Meningkatkan profesionalitas aparatur; 

2) Mengembangkan sistem dan instrumen pengawasan dalam rangka 

penegakan hukum; 

3) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan; 

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta 

pengawasan dan pengendalian pembangunan; 

5) Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan serta mendorong 

partisipasinya dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi 

masyarakat serta pelayanan publik; 

6) Mewujudkan pelayanan prima yang menyentuh kehidupan seluruh lapisan 

masyarakat. 

Perencanaan strategis 2017-2022 Kota Administrasi Jakarta Selatan tentu 

saja bersumber dari serangkaian perencanaan Strategis Provinsi DKI Jakarta yang 

tercantum pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Dalam strategi-

strategi yang dibuat untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi dibangun oleh 4 pilar 

pembangunan daerah yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan aparatur. 

Serangkaian Visi dan Misi Provinsi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi periode 

keempat dari baseline perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD 

2005-2025), menghasilkan arah kebijakan yang menjadi perhatian untuk kurun 

waktu tahun 2017-2022. 

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi 

pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022 perlu didukung oleh kebijakan-
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kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan 

nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Tujuan 

pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 sesuai dengan arah pembangunan dalam 

RPJPD Tahun 2005-2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang 

telah diperoleh pada RPJMD periode 2017- 2022 dengan fokus pada pemantapan 

kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimilliki 

sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan 

dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.  

Pembangunan periode ini sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 

diarahkan pada : 

1) Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta: 

a. Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi; 

b. Pemantapan  sistem  tata  air  dan  drainase,  pemeliharaan  badan sungai 

dan kanal; 

c. Pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah; 

d. Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota 

dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota; 

e. Penguatan kebijakan efisiensi energy; 

f. Pemantapan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak. 

2) Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta: 

a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan 

tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas; 

b. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik; 

c. Ketahanan pangan semakin mantap; 

d. Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang 

mendukung ekonomi masyarakat; 

e. Sistem perijinan usaha terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi 

lainnya. 

3) Pemantapan ketahanan sosial budaya: 

a. Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta; 

b. Pemantapan derajat kesehatan warga Jakarta; 

c. Revitalisasi kelembagaan pemuda; 

d. Pemantapan pengarustamaan gender dan anak. 
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4) Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam: 

a. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu 

lingkungan; 

b. Optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota melalui efisiensi 

pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah menuju kota yang 

berketahanan energi; 

c. Pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung. 

5) Pemantapan kualitas organisasi pemerintah: 

a. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; 

b. Pemantapan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat; 

c. Pemantapan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, 

BUMD dan swasta. 

6) Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta: 

a. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk 

mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi; 

b. Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi serta pemantapan 

apresiasi. 

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun 

selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan 

tahapan sebagai berikut : 

1) Arah kebijakan Tahun 2018 Pembangunan pada tahun 2018 diselenggarakan 

dengan tema Memacu Pemerataan Pembangunan; 

2) Arah kebijakan Tahun 2019 Pembangunan pada tahun 2019 diselenggarakan 

dengan tema yaitu Pemantapan Pemerataan Pembangunan Untuk 

Pertumbuhan Berkualitas; 

3) Arah kebijakan Tahun 2020 Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan 

dengan tema yaitu Memacu Pertumbuhan Berkualitas; 

4) Arah kebijakan Tahun 2022 Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan 

dengan tema yaitu Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas Untuk Stabilitas 

Pembangunan; dan 

5) Arah kebijakan Tahun 2022 Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan 

dengan tema yaitu Pemantapan Stabilitas Melalui Pemerataan dan 

Pertumbuhan Berkualitas. 
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Dalam perubahan rencana Strategis  tahun 2022 fokus pembangunan pada 

tahun 2022 untuk lingkup Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada RPJMD Provinsi 

DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah merupakan lanjutan pembangunan tahun 

2020, yaitu pengembangan kawasan strategis, optimalisasi penataan ruang, 

transportasi, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau dan prasarana 

kota lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya 

penyelesaian yang komprehensif. Penanganan kualitas pelayanan kesehatan dan 

pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus ditingkatkan terutama terkait 

perbaikan sistem dan mekanismenya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022 bahwa 

ditetapkan untuk tahun 2022 terdapat 6(enam)  Program yang mendukung terhadap 

sasaran strategis adalah sabagai berikut : 

1) Program Pengelolaan Kecamatan  

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  

3) Program Pengelolaan Kota Administrasi 

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  

5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan 

untuk melihat aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja 

berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator 

Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

Tabel 7 
Target Indikator Kinerja Utama 

Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018 s.d 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

No Indikator Kinerja Utama (IKU) Target (Nilai) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap  
layanan kegiatan kemasyarakatan di 6  
Kecamatan ( termasuk di Kelurahan )  
Indikator ( PPSU, Ketertiban Umum, PKK, 
Posyandu, Jumantik dan RPTRA 

N/A 83 86 86 88,5 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Akuntabilitas Kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran 

kinerja serta evaluasi dan analisa kinerja. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana 

sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan 

layanan publik yang langsung  bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, sehingga 

pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting 

dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik. Akuntabilitas 

kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan 

kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau  kegagalan dalam melaksanakan 

misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ 

pemberi amanah 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan 

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara 

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah 

dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022 . Skala penilaian terhadap kinerja 

pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010, ditunjukkan pada Tabel berikut. 
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Tabel 8 

Skala Penilaian Kinerja Pemerintah 

No. Interval Nilai 

Realisasi Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 

1 x>90 Sangat tinggi 

2 75 Tinggi 

3 65 Sedang 

4 50 Rendah 

5 x<50 Sangat rendah 

 

3. 1 Capaian Kinerja 

 

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan 

cara membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator 

kinerja yang ditetapkan. Indikator kinerja dan sasaran program telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra Pemerintah Kota Administrasi Jakarta 

Selatan, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan indikator 

kinerja program meliputi persentase dan jumlah program kegiatan strategis yang 

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. 

METODE PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA 

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari 

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2022 dan 

membandingkannya dengan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 

2020. Pengukuran ini dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menpan dan RB No. 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada 

pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta 

Selatan, dan menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan memilih Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang dominan. 
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Perbandingan antara realisasi dengan rencana dapat dilakukan dengan     

cara menggunakan rumus sebagai berikut: 

1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukan   semakin tingginya   kinerja   

atau   semakin  rendah  realisasinya  menunjukan semakin rendahnya kinerja. 

Untuk itu digunakan rumus: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖  𝑥 100% 

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja. Untuk itu 

digunakan rumus: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =  𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 −   𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎  𝑥 100% 

Atau : 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =  (2𝑥𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎) − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎  𝑥 100% 

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi, skala pengukuran 

kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) 85% atau lebih dari rencana = sangat berhasil 

2) 70% s.d < 85% dari rencana = berhasil 

3) 55% s.d < 70% dari rencana = cukup berhasil 

4) s.d < 55% dari rencana = kurang berhasil 

 

Proses analisis dan evaluasi pengukuran kinerja dilakukan pada level 

program Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang diukur dari 

jumlah rata-rata capaian kinerja. Untuk indikator kinerja yang lebih dari satu, maka 

capaian kinerja menggunakan indikator kinerja ultimate outcome yang merupakan 

indikator kinerja outcome pada hirarki yang tertinggi. Selanjutnya tingkat capaian 

pada setiap program dihitung berdasarkan rata-rata indikator yang ada dalam 

program tersebut. 
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CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Hasil pengukuran untuk tahun 2022 yang merupakan tahun keempat 

periode Rencana Strategis 2017-2022 atas pencapaian target Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Selatan serta perbandingannya dengan 

target akhir yang diharapkan menunjukan hasil sebagai berikut : 

Tabel 9 
Capaian Indikator Kinerja Utama 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Tahun 2022 

Target Realisasi Capaian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewujudkan 

tata kelola 

pemerintahan 

dan keuangan 

daerah yang 

akuntabel dan 

transparan 

serta 

peningkatan 

produktivitas 

dan integritas 

aparatur 

 

 

 

 

 

 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 (Nilai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Surat dari 

Biro Organisasi dan 

Reformasi Birokrasi 

Sekretariat Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 

Nomor e-0109/OT.06 

Tanggal 28 Desember 

2022 Hal Laporan 

Penilaian SAKIP dan 

RB Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta 

Tahun 2022, 

disampaikan 

keterangan bahwa 

KemenPAN RB belum 

menyampaikan Hasil 

Evaluasi atas Indeks 

Reformasi Birokrasi. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggara

an pelayanan 

publik Kota 

Administrasi 

Jakarta Selatan 

 

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 

kegiatan 

kemasyarakatan 

di kecamatan 

(termasuk di 

kelurahan) 

88,5 

 

 

 

 

 

 

 

91,45 

 

 

 

 

 

 

 

103 % 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Meningkatnya 
kualitas 
pelaksanaan 
anggaran 
 
 

Persentase 

kualitas 

pelaksanaan 

anggaran 

 

91% 

 

 

 

 

88,30 % 

 

 

 

 

97% 
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Sasaran Strategis : 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel 

dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur 

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mengikuti serangkaian kegiatan evaluasi 

atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: 

1) Manajemen Perubahan 

2) Penguatan pengawasan  

3) Penguatan akuntabilitas  

4) Penataan Organisasi 

5) Penataan tatalaksana 

6) Penataan manajemen SDM  

7) Deregulasi Kebijakan  

8) Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB, 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi Berdasarkan Surat dari Biro 

Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 

e-0109/OT.06 Tanggal 28 Desember 2022 Hal Laporan Penilaian SAKIP dan RB 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, disampaikan keterangan bahwa 

KemenPAN RB belum menyampaikan Hasil Evaluasi atas Indeks Reformasi 

Birokrasi. 

 

Sasaran Strategis : 

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi 

Jakarta Selatan 

Berdasarkan tabel tersebut diatas nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 

2022 mencapai angka 91.45, akan tetapi nilai tersebut tidak menggambarkan  nilai 

keseluruhan semua indikator karena kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 

2022 dilaksanakan terhadap 6 (enam) indikator layanan yaitu Penanganan 

Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau 

Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan 
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Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), 

sesuai hasil kesepakatan rapat melalui zoom meeting oleh Biro ORB bersama 

Dinas Kominfotik dan Kota/Kabupaten Administrasi tanggal 9 Agustus 2022, 

Sasaran Strategis : 

Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran 

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 

Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisinesi dan Pencapaian Output. 

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dalam menentukan Persentase 

Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada 

subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

yaitu : Penyerapan Anggaran, Efisinesi dan Pencapaian Output. Untuk itu terkait 

capaian saat ini berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Serapan Anggaran 

≥80%, namun output <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%), dalam 

hal ini untuk Pencapaian Output <100% disebabkan adanya kegiatan perencanaan 

Pembangunan yang gagal lelang serta Pembangunan Gedung Kantor Lurah yang 

belum selesai sampai batas waktu yang ditetapkan di dalam Kontrak. Akan 

dilakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD/UKPD terkait pelaksanaan 

kegiatan khususnya dalam tahapan pelaksanaan lelang. 

 



 

 

36 

 

3. 2 Capaian Strategis Kinerja 

Tabel 10 
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja 

Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 
 

NO Sasaran NO Indikator Kinerja 
Sumber 

Data 
Target Capaian 

Persen 
Capaian 

Sasaran Strategis 

1 Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan dan keuangan 
daerah yang akuntabel dan 
transparan serta peningkatan 
produktivitas dan integritas 
aparatur 

1 Indeks Reformasi Birokrasi e-SAKIP 91 
Berdasarkan Surat 
dari Biro Organisasi 
dan Reformasi 
Birokrasi Sekretariat 
Daerah Provinsi DKI 
Jakarta Nomor e-
0109/OT.06 Tanggal 
28 Desember 2022 
Hal Laporan 
Penilaian SAKIP dan 
RB Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta 
Tahun 2022, 
disampaikan 
keterangan bahwa 
KemenPAN RB 
belum 
menyampaikan Hasil 
Evaluasi atas Indeks 
Reformasi Birokrasi. 

2 Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan pelayanan 
publik Kota Administrasi 
Jakarta Selatan 

1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap 
layanan kegiatan kemasyarakatan di 
kecamatan (termasuk di kelurahan) 

e-SAKIP 88,5 91,45 103% 
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NO Sasaran NO Indikator Kinerja 
Sumber 

Data 
Target Capaian 

Persen 
Capaian 

3 Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan anggaran 

1 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran e-SAKIP 91% 88,30% 97% 

4 Meningkatnya fungsi dan 
pengelolaan infrastruktur 
pengendalian banjir dan abrasi 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi 
Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ 
Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan 
Tanggul Pantai Nomor (23) 
 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

5 Meningkatnya kewirausahaan 
baru 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Program Pembinaan dan Pengembangan 
Kewirausahaan Terpadu Nomor (20) 
 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

6 Tersedianya hunian yang layak 
dan terjangkau bagi seluruh 
lapisan masyarakat 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun 
Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik 
Nomor (58) 
 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

7 Terwujudnya kawasan 
perkotaan yang layak huni, 
tertata rapi dan berkelanjutan, 
berikut sarana prasarana 
pendukungnya 
 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 
dan Masyarakat Nomor (45) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

8 Terwujudnya sarana dan 
prasarana transportasi yang 
aman, memadai, modern, 
terintegrasi, ramah lingkungan, 
dan terjangkau bagi semua 
warga Jakarta 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Penciptaan Layanan Transportasi 
Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

2 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian 
Nomor (73) 
 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 
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NO Sasaran NO Indikator Kinerja 
Sumber 

Data 
Target Capaian 

Persen 
Capaian 

9 Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan dan keuangan 
Daerah yang transparan dan 
akuntabel 

1 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA 
Nomor (39) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

2 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam 
Penataan Kawasan Nomor (66) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

3 Persentase penyelesaian rencana aksi 
Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan 
Nomor (61) 

e-Monev 
KSD 

100% 100% 100% 

Sasaran Khusus 

10 Terwujudnya penyelenggaraan 
pemerintahan yang taktis dan 
adaptif 
 

1 Opini laporan Keuangan e-Kinerja (3) WTP (3) WTP 100% 

11 Meningkatknya Pemanfaatan 
E-Purchasing dalam 
Pengadaan Barang dan Jasa 
 

1 Persentase Pemanfaatan E-Order e-Kinerja 100% 100% 100% 

12 Terimplementasinya rencana 
strategis komunikasi publik 
untuk program-program umum 
dan unggulan Perangkat 
Daerah 
 

1 Persentase implementasi rencana strategi 
komunikasi publik program-program umum 
dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. 

e-Kinerja 100% 100% 100% 

13 Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang transparan 
dan akuntabel Provinsi DKI 
Jakarta 
 

1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 
2022 

e-Kinerja AA 
 (91) 

AA 
 (92,91) 

102% 
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NO Sasaran NO Indikator Kinerja 
Sumber 

Data 
Target Capaian 

Persen 
Capaian 

14 Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan dan keuangan 
daerah yang akuntabel dan 
transparan serta peningkatan 
produktivitas dan integritas 
aparatur 

1 Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022 e-Kinerja 95 96,77 100% 

15 Peningkatan penggunaan e-
Office dalam kegiatan 
administrasi persuratan 

1 Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke 
akun Seluruh SKPD yang terproses / 
terdisposisi 

e-Kinerja 100% 100% 100% 

16 Peningkatan penggunaan e-
Produk hukum 

1 Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat 
melalui sistem e-perbal 

e-Kinerja 100% 100% 100% 

Sasaran Operasional 

17 Terselesaikannya Tindak Lanjut 
Arahan Gubernur 

1 Persentase capaian penyelesaian Tindak 
Lanjut Arahan Gubernur 

e-Kinerja 100% 100% 100% 

18 Meningkatnya penyelesaian 
pengaduan masyarakat 

1 Persentase capaian penyelesaian pengaduan 
masyarakat 

CRM 100% 100% 100% 

19 Terselesaikannya tindak lanjut 
rekomendasi temuan hasil 
pemeriksaan eksternal (BPK) 

1 Persentase progress penyelesaian tindak 
lanjut rekomendasi temuan hasil 
pemeriksaan eksternal (BPK) 

e-Kinerja 100% 100% 100% 
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Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan target Jangka 

Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 

 

Perbandingan realisasi, target dan capaian indikator kinerja utama yaitu 

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di 

Kecamatan (termasuk di Kelurahan) antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 11 
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2018 s.d 2022 
 

 

 Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa indiktor kinerja utama 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi indikator kinerja utama yaitu 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di 

Kecamatan (termasuk di Kelurahan) yang angkanya diperoleh berdasarkan hasil 

survei kepuasan masyarakat, berhasil mencapai bahkan melampaui target yang 

telah ditetapkan mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari capaian setiap 

tahunnya untuk tahun 2018 , sehubungan dengan penandatangan Perjanjian 

Kinerja lebih awal dari penetapan Rencana Strategis maka untuk tahun 2018 tidak 

ada target , tahun 2019 dengan target 83 nilai dapat terealisasi sebesar 84,01 maka 

No Indikator Kinerja 
Utama (IKU) 

 Target (Nilai)  Realisasi (Nilai) 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

layanan 

kegiatan 

kemasyarakatan 

di Kecamatan ( 

termasuk di 

Kelurahan ) 6 

Indikator ( PPSU, 

Ketertiban 

Umum, 

PKK,Posyandu, 

Jumantik dan 

RPTRA  

 

N/A 83 86 86 88,5 N/A 84.01 87,47 91,28 91,45 
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capaiannya sebesar 101,22% ,  tahun 2020 target 86 realisasi sebesar 87,47 nilai, 

capaiannya sebesar 101,70% sedangkan tahun 2022 target 88,5 dapat terealisasi 

sebesar 91,45 artinya capaian ditahun 2022 adalah sebesar 103%. Namun untuk 

tahun 2020 dan 2022 pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan hanya 

terhadap 2 (dua) indikator pelayanan saja yaitu PPSU dan Ketertiban Umum 

dikarenakan pandemi covid-19. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat 

Kota Administrasi Jakarta Selatan telah puas dengan pelayanan kegiatan 

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Selatan 

terutama Kecamatan dan Kelurahan.  

Beberapa catatan  capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022, antara 

lain: 

1) Survei Kepuasan Masyarakat  terhadap bidang layanan dilaksanakan melalui 

link kuesioner : https://jaksurvei.jakarta.go.id/ls/?surveyId=892231 

2) Metode pengukuran atau pengumpulan data secara elektronik dengan 

menggunakan website yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik  Provinsi DKI Jakarta, hasil dari pengukuran Survei Kepuasan 

Masyarakat akan diberikan kepada seluruh Kota Administrasi / Kabupaten 

untuk dilakukan penyusunan dan pengolahan laporan SKM dengan harapan 

angka Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan lebih dapat diyakini 

kebenarannya dan lebih cepat dalam pemrosesan data. 

3) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan di seluruh Kelurahan 

Kota Administrasi Jakarta Selatan, hasil penilaian berupa Indeks  Kepuasan 

Masyarakat Kelurahan (IKM Kelurahan) Agregat nilai Kelurahan- Kelurahan 

dijadikan nilai IKM Kecamatan dan selanjutnya agregat nilai IKM Kecamatan 

dijadikan nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

4) Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator 

kinerja tersebut, diantaranya : 

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan 

Indikator Program Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Camat, Wakil Camat, dan Lurah-

Lurah di Kota Administrasi Jakarta Selatan; 

https://jaksurvei.jakarta.go.id/ls/?surveyId=892231
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b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan 

Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan 

Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi 

Jakarta Selatan; dan 

c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 

Indikator Program Indeks kepuasan pembinaan dan pengawasan 

Pemerintahan Daerah 

Target capaian  Kinerja tahun 2022 adalah merupakan capaian  indikator 

kinerja berdasarkan program,  kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis. Pada Tahun 2022 untuk menunjang  sasaran strategis, sasaran 

khusus dan sasaran operasional Kota  Administrasi Jakarta Selatan telah 

melakukan rencana kinerja berdasarkan cascading pohon kinerja baik level eselon 

III dan IV sesuai dengan program, indikator kinerja  program, kegiatan dan indikator 

kegiatan  

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Kota Administrasi 

Jakarta Selatan  tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-

sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah ditargetkan 

dapat dicapai, namun demikian masih terdapat kendala dan hambatan  yang belum 

optimal dalam mencapai target yang diharapkan tahun 2022. Rincian analisis 

capaian masing-masing sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran 

operasional dapat  diuraikan melalui analisa atas program dan indikator program 

sebagai berikut: 
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Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan 

Wilayah lain 

 

Pada bagian ini dijelaskan perbandingan capaian atas Indeks Kepuasan 

Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Provinsi Jawa Tengah 

Periode Tahun 2022, melalui tabel berikut: 

Tabel 14 
Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan 

Dengan Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2022 

 

No Indikator Capaian 

Kota Administrasi 

Jakarta Selatan 

Provinsi 

Jawa Tengah 

1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

91,45 85,88 

Sumber: 
https://ppid.jatengprov.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat-terkait-pelayanan-
informasi-publik/ 

 

Pada survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kota 

Administrasi Jakarta Selatan meliputi indikator layanan yaitu Penanganan 

Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau 

Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), 

sementara survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Provinsi Jawa 

Tengah, terdapat 2 (dua) unsur yang dijadikan acuan untuk melihat sistem 

pelayanan. Pertama, indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur 

pelayanan yang dipahami oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya 

terjangkau oleh masyarakat. Kedua, indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari 

bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, dan pelayanan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

 

  

 

https://ppid.jatengprov.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat-terkait-pelayanan-informasi-publik/
https://ppid.jatengprov.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat-terkait-pelayanan-informasi-publik/
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3. 3 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2022 

 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, 

terkait definisi indikator Peningkatan Kualitas Anggaran, dimana Persentase 

Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada 

subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

yaitu: 

1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi 

anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di 

lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 

40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. 

Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai 

penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran 

yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana 

transfer dari pemerintah pusat; 

2) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari 

subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output 

tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih 

lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu 

dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya; 

dan 

3) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan 

(output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev 

Anggaran hasil inputan PD/UKPD. 

 

Komponen kedua, Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) 

sebagai alat perencanaan berguna untuk melihat apakah belanja yang telah 

dilakukan dapat berkelanjutan, mengestimasi hasil dari kegiatan penganggaran 

sekaligus sebagai alat menilai proposal anggaran. Sebagai alat pembelajaran dan 

pengembangan, analisis anggaran berguna untuk melihat bagaimana uang 

dibelanjakan dapat memenuhi kebutuhan publik. Analisis anggaran juga harus 

mampu memberikan alternatif-alternatif belanja yang lebih baik dan ide-ide baru di 
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sistem penganggaran yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. 

Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung efisiensi anggaran: 

 

 

Efisiensi  = 1.211.006.674.262 - 1.170.128.975.499 X 100% 

  1.211.006.674.262  

 =  40.877.698.763  X 100% 

   1.211.006.674.262   
 = 3%  

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota 

Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 3% (tiga 

persen) pada tahun 2022. 

 

Tabel 12 
Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja 

Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 
atas Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan 

Tahun 2022 
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) 

Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 
berdasarkan Sistem e-Monev Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

https://monev.bapedadki.net/ 

 

 

https://monev.bapedadki.net/
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BAB IV 

PENUTUP 
 

4. 1 Kesimpulan 
 

Sehubungan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, lnspektorat 

PrOVinsi DKI Jakarta telah melakukan EValuasi atas Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Walikota Kota Administrasi 

Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dilaksanakan terhadap komponen 

pengungkit (proses) atas aspek pemenuhan dan aspek reform dengan nilai 35,13 

atau 96,77% . Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh 

komponen pengungkit yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Aspek Pemenuhan 

a. Manajemen Perubahan    : 1,93 

b. Deregulasi Kebijakan    : 0,50 

c. Penataan dan Penguatan Organisasi  : 2,00 

d. Penataan Tatalaksana    : 1,00 

e. Penataan Sistem Manajemen SDM  : 1,40 

f. Penguatan Akuntabilitas    : 2,50 

g. Penguatan Pengawasan    : 1,87 

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 2,50  + 

Total Aspek Pemenuhan   13,70 

2) Aspek Reform 

a. Manajemen Perubahan    : 3,00 

b. Deregulasi Kebijakan    : 2,00 

c. Penataan dan Penguatan Organisasi  : 1,50 

d. Penataan Tatalaksana    : 3,75 

e. Penataan Sistem Manajemen SDM  : 1,92 

f. Penguatan Akuntabilitas    : 3,57 

g. Penguatan Pengawasan    : 1,95 

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 3,75  + 

Total Aspek Reform    21,43  + 

Total Seluruh Aspek    35,13 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 

(SAKIP), lnspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 

2022   pada   Kota   Administrasi    Jakarta   Selatan Provinsi DKI Jakarta. 

Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  yang terbaru, yaitu  Nomor 88 Tahun 

2021  yang menggantikan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, dengan rincian 

komponen sebagai berikut : 

Tabel 16 
Tabel Standar Komponen Penilaian SAKIP 

 

Peraturan  Menteri  Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi 

Nomor 12 Tahun 2015 

Peraturan  Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

Tahun 2021 

No Komponen Bobot Komponen Bobot 

a. Perencanaan Kinerja 30% Perencanaan Kinerja 30% 

b. Pengukuran  Kinerja 25% Pengukuran  Kinerja 30% 

c. Pelaporan Kinerja 15% Pelaporan Kinerja 15% 

d. Evaluasi Internal 10% Evaluasi Internal 25% 

e. Capaian Kinerja 20%   

 Nilai Hasil Evaluasi 100%  100% 

 

lnspektorat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya  kepada Kota 

Administrasi  Jakarta Selatan  Provinsi  DKI  Jakarta yang  berkomitmen  dalam 

percepatan penyajian dokumen pendukung dan kesesuaian penjelasan tiap 

komponen penilaian sehingga dapat memberikan kepastian terhadap hasil 

evaluasi. Atas hal tersebut, lnspektorat yakin untuk memberikan hasil evaluasi pada 

Kata Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 92,91 dengan 

predikat AA,  yang rinciannya sebagai berikut : 
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Tabel 17 
Tabel Realisasi Komponen Penilaian SAKIP 

 

No Komponen Bobot 
Nilai 
2021 

Komponen Bobot 
Nilai 
2022 

a. Perencanaan 
Kinerja  

30% 29,75 Perencanaan 
Kinerja 

30% 30,00% 

b Pengukuran 
Kinerja  

25% 24,01 Pengukuran 
Kinerja 

30% 30,00% 

C Pelaporan kinerja 15% 15,00 Pelaporan kinerja 15% 13,65% 

D Evaluasi internal 10% 10,00 Evaluasi internal 25% 19,25% 
e Capaian kinerja  20% 16,67    

 Nilai hasil 
evaluasi  

100% 92,50 Nilai hasil 
evaluasi  

100% 92,91% 

 Predikat  
Implementasi 
SAKIP 

 AA Predikat  
Implementasi 
SAKIP  

 AA 

 

4. 2 Saran 

 

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Provindi SKI Jakarta Nomor 1506/ 

PA.02.02 Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Hasil Evaluasi PMPRB Tahun 2022, guna 

meningkatkan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi, 

direkomendasikan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan agar 

1) Menyusun Dokumen Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi sekaligus 

mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya; 

2) Melakukan monitoring dan evaluasi rencana keqa tim reformasi birokrasi serta 

tindaklanjutnya secara berkala dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 

3) Melakukan pembentukan agent of changelrole  model  yang kemudian 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku; 

4) Melakukan harmonisasi kebijakan yang ada terhadap kententuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

5) Membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi, 

lmplementasi SPBE, menyusun Proses Bisnis serta membuat SOP pelayanan 

dan kebijakan pemberian penghargaan serta sanksi atas pemberian 

pelayanan sehingga dapat mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang 

lebih cepat dan efisien, dan terintegrasi; 
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6) Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM; 

7) Menerapkan pelaksanaan penanganan gratifikasi serta melakukan tindak 

lanjut serta evaluasi penanganan gratifikasi; 

8) Menyusun Peta Proses Bisnis; 

9) Membuat SOP pelayanan dan kebijakan pemberian penghargaan serta sanksi 

atas pemberian pelayanan, 

10) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan 

mempublikasikan Hasil survei kepuasan masyarakat; 

11) Menerapkan SPIP secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 

a. menyusun SK TIM SPIP dan menginformasikan serta dikomunikasikan 

pada semua unit sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 153 tahun 2021; 

b. melakukan identifikasi risiko pada seluruh lingkungan pengendalian, 

menilai seluruh risiko, melakukan kegiatan pengendalian untuk 

meminimalisir risiko yang telah di identifikasi, sistem pengendalian internal 

telah dilakukan pemantauan pengendalian intern dengan monev secara 

berkala, serta memberikan perbaikan dalam  penerapan sistem 

pengendalian internal sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 122 tahun 2020. 

12) Melakukan evaluasi terkait penanganan Benturan Kepentingan dan 

melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut. 

Berdasarkan Hasil Penilaian atas Predikat SAKIP Kota Administrasi Jakarta 

Selatan, maka untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, lnspektorat 

merekamendasikan  kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi  

DKI  Jakarta agar :  

1) Melakukan Publikasi terhadap perencanaan Kinerja dengan tepat waktu; 

2) Dalam     menyusun      Laporan      Kinerja      lnstansi     Pemerintah     agar 

menginformasikan realisasi kinerja pada level nasional/ lnternasional 

(benchmark kinerja)   dan dapat  mempengaruhi  perubahan  budaya  kinerja 

organisasi; 

3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara  berjenjang pada tahun 2023 

dengan  membuat  SK Tim/Surat Tugas  dalam  kaitan  melakukan  evaluasi 

akuntabilitas Kinerja  Internal  Kota Administrasi  Jakarta Selatan. 
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LAMPIRAN 
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  Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Metaverse Government 

Jakarta Selatan dalam upaya Manajemen Perubahan melalui Agen Perubahan 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

 

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta 

Selatan 

 

PMI Jaksel Targetkan Bulan Dana 2022 Capai Rp 9 Miliar 
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